BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSTIAN DANA
DENDA PADA AKAD MURABAHAHDAN MUSHARAKAHDI KOPERASI

JASA KEUANGAN SYARIAH AL-MUBAROK CANDI SIDOARJO

. Analisis Praktek Pendistribusian Dana Denda pada Akad Murabahah dan

Mousharakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan
manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual,
serta individu dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahah jika memenuhi
dua unsur, yaitu kepatuhan Syariah (halal) dan bermanfaat, serta membawa
kebaikan (fayyib) bagi semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan

mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.

Dalam dunia perbankan Syariah baik yang Bank maupun non bank, sejak
dulu ketika munculnya Bank Muamalat sampai sekarang, banyak sekali
perubahan dan perkembangan yang tejadi secara cepat dan meluas. Salah satu
perubahan dan perkembaangan yang masih sangat hangat di era sekarang yakni
bermunculannya bank-bank konvensional dan lembaga-lembaga lain seperti
Asuransi, Koperasi, Bursa Efek, Reksadana, Pegadaian dan lain sebagainya yang
berubah sistem operasi maupun nama menjadi syariah. Bermunculannya banyak
Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank serta lembaga lainnya bukan hanya
menjadi angin segar bagi masyarakat Islam di Indonesia yang notabennya adalah

masyarakat mayoritas yang ada di Indonesia melainkan juga karena Lembaga
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Keuangan dan lembaga lain yang konvensional yang telah lama ada di Indonesia
sudah tidak lagi diminati karena lebih banyak menguntungkan pihak lembaganya
sendiri dan bagi kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa
tercekik dengan banyaknya jumlah dana denda maupun bunga yang diterapkan

lembaga konvensional.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok adalah salah satu Lembaga
Keuangan Syariah non Bank yang hadir karena hasil reformasi Lembaga
Keuangan di Indonesia ini. Selain lembaga ini ruang lingkupnya untuk
masyarakat ekonomi menengah dan khususnya masyarakat ekonomi rendah,
KJKS Al-Mubarok juga berbasis Syariah dalam operasionalnya. Sejak tahun
2011 berbadan hukum sampai sekarang, KIKS Al-Mubarok tetap berdiri kokoh
dan selalu bertambah nasabahnya dari tahun ketahun meskipun banyak KJKS,

UJKS, KSU lain yang telah berhenti atau bangkrut di daerah Sidoarjo terutama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa dana
denda pada akad murabahah dan musharakah dijadikan sebagai dana cadangan
untuk menutupi resiko pembiayaan bermasalah pada akad yang lainnya. Namun
jika tidak ditemukannya pembiayaan pada akad yang lain, maka setiap setahun
sekali direktur/ketua KJKS Al-Mubarok akan mendistribusikan dana denda pada
kedua akad tersebut ke dana sosial dan alan diberikan kepada panti asuhan. Hal
ini sungguh telah melenceng dari peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil Serta Menengah Republik Indonesia yang menjadi pedoman standar

operasional Koperasi di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa setiap
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Lembaga Keuangan Syariah non Bank harus mempunyai dana cadangan
tersendiri yang dinamakan dana cadangan resiko. Dana cadangan resiko adalah
dana yang disisihkan dari hasil usaha KJKS atau hasil usaha UJKS koperasi yang
dicadangkan untuk menutup resiko apabila terjadi pembiayaan bermasalah,
karena semua Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank pasti
menemukan pembiayaan bermasalah dan seharusnya bisa memperkirakan risiko
atas pembiayaan yang kemungkinan tidak tertagih.** Menurut peraturan Menteri
Negeri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2007 mengatakan bahwa
Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus mempunyai efesiensi yaitu kemampuan
KJKS atau UJKS koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap
pendapatan yang dihasilkan, dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang
dilayani, karena dengan demikian KJKS atau UJKS bisa mempunyai aktiva
produktif yakni kekayaan yang mendatangkan penghasilan dan meminimalisir
adanya permasalahan keuangan KIJKS karena adanya pembiayaan yang

bermasalah.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Denda pada Akad
Murabahah dan Musharakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok
Candi Sidoarjo

Islam adalah agama yang mengatur semua tata tertib yang ada dalam
seluruh aktivitas dan segala segi kehidupan semua umat manusia, bukan hanya

untuk umat Islam sendiri melainkan seluruh ciptaan Allah SWT. Agama Islam

* Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor
35.3/Per/M.KUKM/X/2007.
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juga memberikan pengaruh besar dalam dunia perekonomian modern dengan
munculnya berbagai Lembaga Keuangan Syariah yang berorientasi pada sistem
Syariah dengan meniadakan bunga serta pembiayaan-pembiayaan yang dilarang
oleh agama Islam.

Kita sebagai umat Islam seharusnya harus bangga dengan hadirnya
lembaga-lembaga keuangan Syariah yang memenuhi kebutuhan ekonomi Islam
kita. Oleh sebab itu, kita sebaiknya memanfaatkan Lembaga-Lembaga Syariah
tersebut sebagai pelengkap agama kita, karena selama ini kita hanya memakai
agama [slam sebagai pedoman dalam hal ibadah semata.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa
pendistribusian dana denda pada akad murabahah dan musharakah di KIKS Al-
Mubarok melenceng dari peraturan Menteri Negara Koperasi karena tidak
menempatkan dana denda pada dana sosial dan menurut agama Islam sendiri
sudah jelas bahwa pendistribusian dana denda ini bukanlah pada tempatnya serta
untuk status dana denda pada pembiayaan murabahah dan musharakah untuk
Lembar Pertanggung Jawabannya ataupun bukti, arsip, pencatatannya tidak ada
atau tidak dimasukkan dalam arsip KJKS Al-Mubarok sehingga muncul indikasi
gharar di dalam penyaluran dana sosial atau gardh al-hasan ini. Di dalam suatu
akad apapun dalam bermuamalah yang salah satunya akad yang terjadi di
Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, harus ada kejelasan
baik dalam transaksinya barangnya, akadnya, dan lain lain. Allah SWT berfirman

dalam surat al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut :
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Artinya : “siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada allah, pinjaman
yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah melipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah
menyempurnakan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu
dikembalikan.” (Q.S Al-Bagarah : 245)

Gharar  dilarang dalam  bermuamalah karena mengandung
ketidakjelasan atau pertaruhan maupun perjudian dan bahkan bisa sampai

menimbulkan adanya fitnah dan hal-hal mudharat/buruk lainnya. Nabi

muhammad SAW bersabda :
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Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al-Abbas bin Abdul
Azhim Al-Anbari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Aswad bin
Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Utbah dari Yahya bin
Abu Katsir dari ‘Atha dari ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah SAW melarang
jualbeli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain)”.

Selain bertentangan dengan Al-Quran dan Hadith, pendistribusian ini
sudah pasti bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa ta’zir

yang berupa dana denda harus di distribusikan pada dana sosial.”’

*% Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan..., 20.
>! Fatwa Dewan Syariah No.17/MUI-DSN/2000.
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Berlaku adil lah dalam setiap hal apalagi ketika mengemban amanah
menjadi pemimpin baik dimasyarakat, Organisasi, Institusi, Lembaga dan lain

sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 :

s Ame 228 g~
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Artinya : “Sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl ayat 90)

Dalam hal bermuamalah terutama dalam hal transaksi hendaklah dicatat
agar tidak menimbulkan keburukan pada dirimu apabila diberi amanah

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 58 :

”””””

e I Lw 562&1’3; wﬁm L.mmul
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S An-Nisa’ ayat 58)
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52 Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahan..., 324.
> Ibid., 156
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Artinya : Telah berkata kepada kami Abdullah ibn Salamah dari Malik dari
Abdullah ibn Dinar ibn Umar r.a bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda : “kalian
adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa adalah
pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.
Suami adalah pemimpin keluarga, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas
kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dmintai
pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam
mengelola harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang
kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai
pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim)™*
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Artinya : Dari Iyadh bin Himar RA. Ia berkata : saya mendengar Rasulullah SAW
bersabda : “penghuni surga itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu : penguasa yang
adil lagi disenangi, orang yang mengasihi lagi lembut kepada sanak keluarga dan
setiap muslim, serta orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedang ia
mempunyai keluarga.” (HR Muslim)

Analisis praktek dan hukum Islam tentang pendistribusian dana denda
pada akad murabahah dan musharakah di KIKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo di
atas telah sangat jelas bahwa pendstribusian dana denda pada kedua akad
tersebut telah melenceng atau tidak sesuai dengan peraturan Menteri Negara
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta bertentangan

dengan hukum Islam.

Dari dalil Hadith yang di jelaskan pada halaman 56 bahwa kita semua

adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita

**Ibnu Hajar Al Atsqalani, Fathul Baari : Kitab Al-‘Itqi (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 387.
>Imam Nawawi, A/ Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj, (Jakarta : Darussunah, 2009). 233.
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pimpin, semakin banyak yang kita pimpin maka semakin banyak pula
pertanggung jawaban yang harus kita terima. Oleh karena itu maka kita tidak
boleh semena-mena mempergunakan amanah yang telah diberikan kepada kita
serta bersikap jujurlah/transparan terhadap apa yang telah kita lakukan terutama
yang menyangkut kehidupan bermuamalah, karena semua hal muamalah bukan
hanya menyangkut dunia saja namun akan dipertanggung jawabkan nanti di

akhirat.



